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Pencabutan bebas ber syar at

No. SK :

PENGAYOMAN

Per syar atan

pelanggaran hukum

2. Adanya dugaan pelangaraan yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah

1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadao Klien Pemasyarakatan yang melakukan
penahanan dari kepolisian

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien

Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan

2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu

menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB

3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan

4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan

pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

I Produk Pelayanan
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